
 
 

BUPATI PEMALANG 
 
 PERATURAN BUPATI  PEMALANG 

NOMOR 43 TAHUN 2010 
 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2010 

 

BUPATI PEMALANG, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten 

Pemalang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 

Anggaran 2010, menyebutkan bahwa sebagai landasan 

operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010, 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun Anggaran 2010; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud     

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3688); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan  

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008   

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4844 ); 
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11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah  dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Pengendalian Jumlah Komulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

serta Jumlah Komulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah          

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4513);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005   

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara       

Republik Indonesia Nomor 4576); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005   

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang        

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59    

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2010;  
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 2); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2006 

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 5);   

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);  

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun 2009 Nomor 12); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2010  

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009   

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 7).  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2010. 

 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010,    

dengan rincian sebagai berikut :  
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a. Pendapatan :   

1.  Semula  Rp.  828.585.679.000,00 

2.  Bertambah  Rp.    81.746.996.000,00 

 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan   Rp.   910.332.675.000,00 

b. Belanja :  

1.  Semula                               Rp.  878.511.330.500,00 

2.  Bertambah   Rp. 126.383.238.500,00 

  Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.004.894.569.000,00 

  Defisit setelah Perubahan  Rp.   (94.561.894.000,00) 

c.  Pembiayaan : 

1. Penerimaan 

a) Semula Rp. 65.259.971.500,00 

b) Bertambah Rp. 46.272.242.500,00 

Jumlah Peneriman setelah Perubahan Rp. 111.532.214.000,00 

2. Pengeluaran  

a) Semula Rp. 15.334.320.000,00 

b) Bertambah Rp. 1.636.000.000,00 

Jumlah Pegeluaran setelah Perubahan Rp. 16.970.320.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.    94.561.894.000,00 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp.          0,00 

   

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I yang  

merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. 

 

 Ditetapkan  di  Pemalang 

 pada tanggal 20 September 2010   
 
 

 BUPATI PEMALANG,  
Cap. 

ttd 

 

 H. M. MACHROES 

 

 
Diundangkan di Pemalang 

pada tanggal 20 September 2010   
 
 
 SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN PEMALANG, 

Cap. 
ttd 

 
 SUMADI SUGONDO 
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 43  
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